
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1516, 2013 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
Analisis Jabatan. Pedoman. Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 37/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PEDOMAN ANALISIS JABATAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan 
kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan 
pengawasan, serta program kediklatan yang berbasis 
kinerja diperlukan analisis jabatan pada unit kerja 
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman 
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor3041),sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 
Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1994 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4015), sebagaimana  telah  diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4194); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 
56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi; 
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8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor  60/P Tahun 2013; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Pedoman Analisis Jabatan; 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Analisis Jabatan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/ MEN/2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

2. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode, dan teknik untuk 
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan 
disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, 
kepegawaian, kediklatan, pengawasan, dan akuntabilitas. 

3. Pemangku Jabatan adalah orang yang memangku jabatan tertentu 
dalam suatu institusi atau organisasi. 

4. Uraian Jabatan adalah penjabaran mengenai informasi dan 
karakteristik jabatan, serta gambaran tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan jabatan. 
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5. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh 
PNS untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan 
tugas dengan baik. 

6. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara 
vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab jabatan, serta persyaratan jabatan, sehingga 
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam 
unit kerja. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pedoman Analisis Jabatan dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit 
kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 
melakukan analisis jabatan. 

Pasal 3 
Tujuan disusunnya Pedoman Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 adalah: 
1. mempermudah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan baik pusat maupun unit pelaksana teknis dalam 
pelaksanaan analisis jabatan; dan 

2. memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran sehingga 
dalam pelaksanaan analisis jabatan dapat lebih efektif dan efisien, 
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

TIM ANALISIS JABATAN 
Pasal 4 

Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dilaksanakan oleh Tim Analisis Jabatan pada masing-masing unit kerja 
eselon I. 

Pasal 5 
Tim Analisis Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari: 

a. Pengarah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 
b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ 

Inspektur Jenderal/Kepala Badan; 
c. Ketua adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi/Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris 
Badan; 
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d. Sekretaris adalah Kepala Bagian yang membidangi organisasi atau 
kepegawaian; 

e. Pokja Pelaksanaan Analisis Jabatan: 
1) Koordinator adalah Kepala Bagian yang membidangi organisasi 

atau kepegawaian. 
2) Anggota terdiri dari pejabat yang membidangi Tata Usaha, 

kepegawaian, organisasi dan pejabat fungsional lingkup eselon I 
yang berkompeten. 

f. Pokja Sinkronisasi dan Perumusan Hasil Analisis Jabatan: 
1) Koordinator adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 

Biro Hukum dan Organisasi. 
2) Anggota terdiri dari: 

a) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro 
Kepegawaian. 

b) Kepala Bagian yang membidangi organisasi atau kepegawaian 
di lingkungan unit kerja eselon I. 

c) Para pejabat lingkup eselon I yang berkompeten. 
Pasal 6 

(1) Tim Analisis Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
mempunyai tugas: 
a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis 

jabatan; 
b. memantau pelaksanaan analisis jabatan; 
c. mengolah, menganalisa hasil analisis jabatan; dan 
d. merumuskan hasil analisis jabatan. 

(2) Tim Analisis Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I. 

BAB IV 
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Pasal 7 
Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
wajib melaksanakan analisis jabatan. 

Pasal 8 
(1) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan 

melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. pengumpulan data jabatan: 
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